BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.120, 2016 KEMENKEU. BMN. Tanah dan/atau Bangunan.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7/PMK.06/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 248/PMK.06/2011 TENTANG STANDAR BARANG
DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan acuan
perhitungan bagi Kementerian Negara/Lembaga dalam
menyusun perencanaan kebutuhan pengadaan Barang
Milik Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar
Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara
Berupa Tanah dan/atau Bangunan,;

b. bahwa dalam perkembangannya, guna menunjang upaya
Pemerintah dalam meningkatkan kelancaran, efisiensi,
dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kementerian  Negara/Lembaga, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar
Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara
Berupa Tanah dan/atau Bangunan perlu disesuaikan

dan ditinjau kembali;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011
tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang

Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011
tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang

Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
248/PMK.06/2011 TENTANG STANDAR BARANG DAN
STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan
Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah
dan/atau Bangunan, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan huruf b Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2

berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 2

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN berupa

tanah dan/atau bangunan berfungsi sebagai pedoman

bagi:

a.

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam
rangka menyusun perencanaan kebutuhan dalam
bentuk pengadaan BMN berupa tanah dan/atau
bangunan; dan

Pengelola Barang dalam menelaah perencanaan
kebutuhan BMN dalam bentuk pengadaan tanah
dan/atau bangunan yang disusun oleh Pengguna

Barang.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga

Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 4

Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

meliputi:

a. pembelian tanah;

b. pembangunan baru bangunan atau
renovasi/restorasi yang mengubah luas
bangunan, termasuk renovasi/restorasi atas
bangunan pihak lain;

c. pemenuhan kebutuhan tanah dan/atau
bangunan yang ditempuh melalui mekanisme
sewa,

yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN).

Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dan huruf ¢ merupakan tanah yang diperuntukkan

bagi Bangunan Gedung Negara.

Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan huruf ¢ merupakan Bangunan Gedung

Negara.

Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dikelompokkan menjadi:
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a. gedung perkantoran; dan
b. rumah negara.
(5) Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diklasifikasikan berdasarkan:
a. tingkat kompleksitas; dan

b. pengguna.

Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan
Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah
dan/atau Bangunan sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Mengubah Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan
Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah
dan/atau Bangunan sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. ketentuan mengenai standar luas ruang kerja
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini
mulai diberlakukan untuk digunakan sebagai
pedoman dalam penyusunan dan penelaahan
Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun
Anggaran 2018;

b. selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, penyusunan dan penelaahan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun Anggaran
2017 tetap dilaksanakan menggunakan pedoman
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang
Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang
Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan,

kecuali mengenai:
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1) pengadaan perolehan tanah dan/atau
bangunan;

2) pengelompokan bangunan gedung negara;
3) standar luas bangunan gedung perkantoran; dan
4) standar kebutuhan unit rumah negara,
yang menggunakan pedoman sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri ini.

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 26 Januari 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



